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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belak ang 
 

Peranan sektor pajak terhadap penerimaan pendapatan negara cuku p 

memiliki arti penting dikarenakan sebagian besar su mber dari kas negara berasal 

dari pajak. Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak akan dipergunakan oleh 

Pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai daerah sehingga dapat 

ineningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Semakin benambahnya 

penduduk, seinakin banyak pula Wajib pajak yang seharusnya diikuti dengan 

peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Tetapi dalam kenyataannya 

kesadaran Wajib pajak untuk inenunaikan kewajibannya masih rendah, salah satu 

penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya 

rnanfaat dalam membayar pajak tersebut (Nilasari, 2018). 

Untuk dapat meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak sehingga 

dapat ineningkatkan penerimaan pajak nasional yang dapat dicapai dengan 

ineningkatkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Hardiningsih (20 I I ) kesadaran pajak wajib pajak akan 

inempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Salah satu faktor 

yang diketahui wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah 

pengetahuan dan pemahainannya tentang peraturan perpajakan (Zainuddin, 2018). 



 

 

 

 

 

 

 
 

Pemahaman pengetahuan mengenai pajak yang  minirn  rnenyebabkan 

Wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya dengan benar. 

Tidak adanya timbal keinbali pribadi pada Wajib pajak dan kurangnya 

 

 

 
inalas untuk membayar pajak. Tingkat pemahaman pengetahuan pajak sang Wajib 

pajak berpengaruh terhadap kemauan Wajib pajak buat membayar pajak  (Violita 

Putri, 20 IS). Hal ini sejalan menggunakan penelitian Jannah & lcha (2018) yang 

menyatakan pengetahuan pajak berpengaru h terhadap kemauan membayar pajak. 

Wajib pajak yg mengetahui mengenai peraturan perpajakan akan tahu pentingnya 

membayar pajak (Rusmanto et al.,20 18). Pentingnya mengetahui 

perpajakan bagi  Wajib  pajak  menjadikan  Wajib  pajak  berusaha  untuk 

inenjalankan kewajibannya agar ter hindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam 

peraturan perpajakan (Le Da et al., 2017). 

Setiap Pemerintahan di wil ayah Indonesia memiliki peraturan tersendiri 

dalam rnengelola pajak daerahnya dikarenakan adanya hak otonomi daerah yang 

diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya otonomi daerah, 

pembangunan daerah dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah 

Daerah dapat menemu kan, melaksanakan dan menggunakan su mber-su mber 

potential yang ada di daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Masalah yang dihadapi Pemerintah adalah faktor tersebut sehingga Pemerintah 

harus lebih efektif dalam mencari sumber-sumber pntensial di daerahnya. 

Modal utama dalam inenguinpulkan dana inilah yang menjadi salah satu 

su mber Jx›tensial Pemerintah yang kemudian akan dialokasikan untuk Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD) di dalam pernerintahnnya dan dikelola dengan profesional dan 

transparan. Menurut Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 “Sumber-Sumber 

pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  dalam 

ineningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain-lain 

dari pendapatan asli daerah yang sah.” Salah satu faktor untuk meningkatkan PAD 

dengan cara inelaku kan pemungutan pajak daerah dan salah satu pajak  daerah 

tersebut adalah Pajak Kendaraan Berrnotor (PKB). 

Pajak kendaraan berrnotor merupakan salah satu sektor unggulan  yang 

dapat digunakan untu k meningkatkan pendapatan daerah (Jannah & lcha, 201 8). 

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan kebutuhan terhadap kendaraan 

bermotor juga ikut meningkat. Seinakin banyak ju mlah kendaraan bermotor maka 

kewajiban Wajib pajak yang harus membayar pajak atas kendaraan bermotor juga 

ineningkat (Maulana et al., 201 6). Akan tetapi, masi h kurangnya kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan berrnotor mengakibatkan tingginya 

tunggakan pajak kendaraan bermotor. 
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Tabel 1,1 Dnta .ltiinlali Tny_•eaknn Pajnk Kenrlninnii h•i‘inotoi Rorln 2 ‹lan 

 
 

 

Tahun 201 6 ju mlah unit kendaraan  di  Kota  Palembang  sebanyak 

566.764 unit dengan persentase jumlah unit kendaraan yang  menunggak  sebesar 

40°/c. Pada tahun tersebut dari bulan September — Desember dilakukan program 

penghapusan sanksi pajak  yang  mendaftar  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Badan 

(UPTB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) se  -  Sumatera 

Selatan oleh UPTB Badan Pendapatan Daerah (B APENDA) (Hafiz, 2016)  yang 

diatur pelaksanaannya  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor 

22 Tahun 2016. Dampak dari adanya program tersebut menyebabkan pada tahun 2017 

dan  20 1 8 ju mlah  tunggakan  pajak  menurun  dibandingkan  pada  tahun  20 1 6. Dua  

tahun  pasca  diselenggarakan  program  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel   I . 1 ju 

inlah unit kendaraan semakin bertambah akan  tetapi ,  jumlah  tunggakan  pajak juga 

ikut meningkat. 
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Tabel 1.2 Data .Jinnlali Tarp•et thin Realisasi Pajok 1ieiiilai'aan  Beinotoi‘ 

R ila 2 rl•in Roill 4 ‹li i'iota P•ileinli»ng Tahun 2016-*019 

Tuliun Target (RP) Rcalisasi (RP) Per  cntase (°.â) 

 

 

 

 

 

Pada tahun 20.1.6 penerimaan pajak kendaraan bermotor pernah tidak 

inencapai target  yang  telah  ditetapkan  sehingga  diselenggarakan  program 

pemutihan  pajak.  Dari  data  tersebut  dapat   disimpul kan   pemungutan   pajak 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTB BAPEN DA Provinsi Sumatera 

Selatan belu m berjalan dengan maksiinal.  Hal  ini  dapat  mengganggu  UPTB 

BAPENDA dalam u paya meningkatkan PAD dalam sektor PKB . 

Jumlah kendaraan berinotor di Kota Palembang terus bertambah setiap 

 
tahunnya menjadikan sektor pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber 

untuk meningkatkan PAD. Jumlah kendaraan meningkat, Wajib pajak yang tidak 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga ikut ineningkat sehingga 

inenyebabkan jumlah tunggakan pajak  kendaraan  bermotor  setiap  tahunnya  juga 

ikut tinggi. Hal tersebut mengindikasi bahwa kesadaran  wajib  pajak  untu k 

memenuhi kewajibannya dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  masih 

rendah. 

Minimnya kesadaran wajib pajak untuk  membayar  pajak  kendaraan 

bermotor salah satu faktornya yaitu inenunggu adanya program pemutihan pajak 

(Erfizal, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pemungutan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan 

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan  daerah  di  Provinsi  Sumatera 

Selatan. Maka dari itu, pada tahun 201 7 UPTB BAPENDA melakukan  sebuah 

inovasi untuk meningkatkan kemauan Wajib pajak untuk membayar PKB  yaitu 

dengan cara melaksanakan program po ment point (Fajri, 2017). Program tersebut 

dapat memudahkan Wajib pajak untu k membayar PKB yang diperluas dengan 

bekerjasama dengan berbagai pusat perbelanjaan di Kota Paleinbang yang dibantu oleh  

pelayanan dari Petugas  UPTB (Fansuri, 20 1 7). 

Pelayanan petugas UPTB yang baik seperti mampu bersikap ramah, 

 
terbuka dan transparan kepada Wajib pajak  dalam  memberikan  pelayanan, 

biinbingan serta penyuluhan mengenai PKB. Contohnya, pada tahun 2018 guna 

ineningkatkan pelayanan administrasi di UPTB Palembang 11 diadakan senain 

relaksasi yang dilakukan oleh petugas dengan tujuan menumbuhkan kebersainaan 

bersama   Wajib  pajak  (Kur niawan,  20 1 8).    Guna  meningkatkan   pelayanan   yang 

lebik baik, pada tahun 2019 UPTB Palembang 1 melaksanakan  pelayanan  khusus 

bagi Wajib pajak disabilitas, seperti lahan parkir dan tempat menunggu khusus 

kemudian ada petugas khusus yang  bertugas  untu k  melayani  Wajib  pajak 

disabilitas (U zair, 2019). 

Adanya keinudahan dalam membayar PKB seharusnya mampu 

ineningkatkan kemauan Wajib pajak untuk membayar pajak tetapi, dapat dilihat 

ineskipun telah dilakukan inovasi oleh UPTB B APENDA seperti adanya program 

puvmeni pnini, jumlah tunggakan pajak tetap meningkat. Menurut penelitian 

Wulandari & Siti (2018) pelayanan petugas UPTB berpengaruh terhadap kemauan 
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membayar pajak. Hal ini bertolak belakang  pada  penelitian  yang dilakukan I annah 

& lcha (2018) yang menyatakan pelayanan petugas UPTB  tidak  berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jannah & lcha (2018) 

mengenai “Pengaru h Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan 

Pelayanan Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak 

Kendaraan Bermotor di Kota P alembang.” Menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Persarnaan peneliti dengan penelitian replikasi adalah sama-sama 

rneneliti mengenai kernauan membayar pajak wajib pajak kendaraan berrnotor di 

Kota Palernbang. Namun penulis menainbahkan variabel kesadaran wajib pajak 

sebagai pembeda dari penelitian sebeluinnya, dan sampel penelitian ini dibatasi 

pada wajib pajak yang memiliki kendaraan roda dua dan empat serta membayar 

PKB tahun 2019. Mengetahui, memahami dan inengeksekusi tunggakan dengan 

benar, sehingga menurut peneliti perlu dilakukan dalam meningkatkan penelitian 

ini. 

Berdasarkan latar belakang yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  judul 

dalam penelitian ini yaitu “Pengaru h Pengetahuan Pa,jak, Kesadaran Wa,jib 

pa,jak, Penghapusan Sanksi Pa,jak dan Pelayanan Petugas UPTB terhadap 

Kemauan Wa,jib Pa,jak Membayar Pa,jak Kendaraan Bermotor di Kota 

Palembang.” 

1d Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang inasalah yang telah dipaparkan  diatas,inaka 

berikut merupakan identifikasi rumusan inasal ah dari penelitian ini: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

I . Apakah pengetahuan pajak berpengaru h signi fikan terhadap kemauan 

 

membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang’? 

n 
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh signi fikan terhadap 

 

kemauan membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota 

Palembang'? 

3. Apakah dengan adanya penghapusan sanksi pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kernauanWajib pajak membayar pajak kendaraan 

bermotr›r di Kota Palembang’? 

4. Apakah pelayanan petugas UPTB berpengaruh signifikan terhadap 

kemauan membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota 

Palembang‘? 

1J Tzi,juan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 

 
I . Untu k   inenguji pengaru h pengetahuan pajak terhadap kemauan 

 

membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 

 
2. Untuk menguji penganih kesadaran membayar pajak  berpengaru h 

terhadap keinauan membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di 

Kota Palembang. 

3. Untuk inenguji penganih penghapusan sanksi pajak berpengaruh 

n 
terhadap kernauan membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor di 

 

Kota Palembang. 
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4. Untuk rnenguji  pengaruh  pelayanan  petugas  UPTB  berpengaruh 

terhadap keinauan membayar pajak Wajib pajak kendaraan berinotor di 

Kota Palembang. 

l A Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini memiliki manfaat, menjadi dua yaitu manfaat teoris dan 

inanfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat  menjadi 

sebuah suinbangan referensi yang dapat digunakan untu k peneliti  selanjutnya 

terutama dalam topik keinuan membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian, 

inanfaat praktis dalam penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  untu k 

inemperluas wawasan, ilmu dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian 

mengenai kemauan membayar pajak  kendaraan  berinotor  dan  bagi  Pemerintah 

dapat digunakan sebagai bahan inasu kan dan sebagai bahan evaluasi untu k 

rneningkatkan pel ayanan dalam  pelaksanaan  pembayaran  pajak  kendaraan 

bermotor. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1J Sistematika Penulisan 
 

BABY 

 

 

 

 

 
BAB 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB Ill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB lV 

PEN DAH UL UAN 

 
 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, peru musan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 

TlNJA U AN PUSTAKA 

 
 

Bab ini terdapat isi mengenai teori-teori sebagai dasar landasan 

dalam mendukung penyelesaian inasalah penelitian skripsi ini 

diantaranya terdapat teori atribusi, definisi pajak, fungsi pajak, 

pengelompokkan pajak, pajak daerah, PKB, pengetahuan pajak, 

kesadaran wajib pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan 

petugas UPTB , kemauan wajib pajak sena terdapat penelitian 

terdahulu , kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

METODOLOCil PENELITI AN 

 

Bab ini memberikan isi mengenai ruang lingku p  penelitian, 

rancangan penelitian, jenis dan su mber data, teknik pengu mpulan 

data, populasi dan sampel, teknik analisis  dan  definisi  operational 

dan pengukuran variabel. 

HASIL PEN ELlTIAN DAN PEM BAHASAN 

 
 

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang didalamnya terdapat uji  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data, 

uji asu msi klasik dan uji hipotesis. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB V KES1MPU LAN DAN SARAN 

 
 

Bab ini berisikan  mengenai  kesimpulan,  keterbatasan  penelitian 

serta saran kepada Pemerintah mau pun kepada peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 
 

 Landasan Teori 
 

 Theory of Pfanned Beha vior (TPB) 

 
Thearv  of  stunned  hehu viar  merupakan  perkembangan  lanjutan   dari 

Thror v r›/ Rev. ‹›neñ A‹ tion (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen dan 

Fishbein pada tahun 1 980. TRA merupakan teori  yang  berhu bungan  dengan 

perilaku sukarela. Pada tahun 1988 Ajzen dan Fishbein inenyadari bahwasanya 

perilaku seseorang inencul tidak hanya berkaitan dengan perilaku sukarela dan 

terkendali saja, sehinggaterjadi penambahan faktor indikator perilaku yaitu 

kepercayaan dan persepsi individu terhadap kontrol perilaku . 1ndis’idu dapat 

melakukan suatu perilaku karena individu tersebut memiliki kemampuan untu k 

rnelakuk annya. Penambahan indikator ini bernama TPB yang disebut juga dengan 

teori tindakan beralasan (Iogiyanto, 2007). 

TPB dipergunakan untuk menganalisis niat seseorang, bersedia atau 

tidaknyadalam rnelaku kan suatu perilaku. N iat berpril aku seseorang memiliki tiga 

indi kator penentu (Fishbein, 1975) yaitu 

a) heh‹i iorul helie[s (keyakinan  berprilaku),  yaitu  pembentukan  sikap 

individu didorong oleh keyakinan individu terhadap peril aku tersebut. 

b) nom‹iti e helie[s (keyakinan norma), yaitu pernbentu kan sikap indi›’idu 

didorong oleh persepsi harapan orang lain atas dirinya atau dorongan dari 

pendapat orang terdekat yang memiliki pengaru h terhadap indi›’idu 
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tersebut dalam mempertimbangkan dilakukan atau tidaknya perilaku 

tersebut. 

c) C’‹›ntrol beliefs kontrol perilaku), yait u keyakinan mengenai keberadaan 

 
suatu hal yang dapat menghambat atau inendorong individu untuk 

menampilkan perilaku serta persepsi individu tersebut mengenai beberapa 

kokoh hal-hal tersebut  dalam  mendukung  dan  menghambat  perilaku 

tersebut yang dipergunakan indiv’idu dalam bertindak. 

TBP terkait menggunakan penelitian ini dan bertujuan buat menyebutkan 

kawduite harus pajak pada memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seorang 

berniat melakukan sesuatu, Wajib Pajak tadi telah konfiden menggunakan output 

yg mampu didapat menurut perilakun ya, sebagai aki batnya bisa menentu kan buat 

inelakukannya atau tidak. Pengetahuan Wajib pajak tentang perpajakan terutama 

berkaitan menggunakan PKB persepsi harus pajak pada memilih perilakunya 

(perceived control beliefs) terhadap pencerahan Wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak terutama pembayaran pPKB. 

Semakin baik wajib pajak dapat inenentu kan perilakunya sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku artinya  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  

pajak tentang perpajakan juga tinggi.  N amun,  apabila  Wajib  Pajak  tidak 

memahami pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan 

perilakunya dengan baik. Wajib pajak yang sadar pajak memiliki keyakinan untuk 

membayar pajak karena pajak yang dibayarkan dapat berguna untuk inembantu 

Pemerintah dalam inelaku kan pembangunan negara. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

dapat muncul 

karena niat berprilaku yaitu heh tamil beliefs. Kemauan membayar pajak pada 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari adanya minat berprilaku 

(heho iorul intentions terhadap perilaku (heh‹i rir» j. 

Niat   seseorang   untuk  melakukan  sesuatu dengan 

seseorang tersebut untuk bersedia atau tidak melakukannya. Faktor berikutnya 

sebagai penentu munculnya TPB yait u n‹›imoruv r hrlirfs. Pembentu kan sikap 

seseorang untuk melakukan sesuatu berasal dari orang lain yang memiliki 

pengaruh terhadap    orang    tersebut    dalam  ineinpertimbangkan   atau tidak 

inempertimbangkan perilaku tersebut. Hal tersebut relevan dengan pelayanan 

petugas UPTB dan penghapusan sanksi pajak. 

Pelayanan petugas yang baik dan dapat inemuaskan Wajib pajak dapat 

inempengaru hi dan memotivasi Wajib  pajak  untuk  berprilaku  taat  pajak 

(nriimorivr    helief.  ).   Adanya      program    penghapusan   sanksi    pajak kendaraan 

bermotor,  Wajib  pajak  yang  awalnya   tida k  melaksanakan   kewajibannya dengan 

a 
benar  akan   bersedia   untu k  membayar   pajak.  Wajib  pajak  tidak  akan dikenakan 

 
Adanya program penghapusan 

sanksi  pajak  juga  dapat  rnempengaruhi  Wajib  pajak  untu k  berprilaku   taat  pajak 

 

 

Definisi Pa,jak 

 
Pemerintah melakukan    suatu untu k meinungut 

 
rnasyarakat, dana yang dipungut tersebut akan dipergunakan untu k segala sesuatu 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

yang diperlukan oleh  negara  dengan  prioritas  utama  adalah  kemakmuran 

rakyatnya,  dan  bersifat  inemaksa  serta   terikat   pada   U ndang-U ndang   1945 

ineru pakan definisi dari pajak. definisi pajak rnenurut Undang- U ndang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdarsarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung 

dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarn ya  kemakmuran 

rakyat.” 

Unsur-unsur pajak (M ardiasmo, 20 I I ): 

 
1. Rakyat wajib melakukan i uran untu k kas negara : negara memiliki hak 

untuk memungut pajak. 

2. Berdasarkan undang-undang : undang- undang harus dijadikan aturan 

dalam melakukan pelaksanaan pajak. 

3. Pajak  yang  dibayar  oleh  rakyat  akan  dirasakan  rnanfaatnya  dari fasilit 

as-fasilitas umu m yang dibangun Pemerintah secara tidak langsung. 

Seperti : jembatan Jalan tol. 

4. Dipergunakan negara untu k meinbiayai ru mah tangganya yang 

 
memiliki  manfaat  bagi rakyat. 

 
 

2.1d.1 Fungsi Pajak 

 
Fungsi pajak (Resmi, 201 7): 

 
I . Fungsi Bud g et‹iii (Su mber Keuangan Negara) 

 
Pemerintah menggunakan sumber penerimaan negara salah satunya 

dari  pajak  untu k membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara yang 
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memiliki manfaat untuk negara dan berpengaruh terhadap 

masyarakat, karena hal tersebut Pemerintah rutin untuk memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. 

2. fungsi Re pulot end (pengatur) 

 

Untuk rnenstandarkan kebijakan pemerintah di bidang ekonorni dan 

sosial serta mencapai tujuan di luar sektor keuangan diperlukan suatu 

alat yang disebut perpajakan. 

 d.2 Pengelompokkan Pa,jak 

 

Pengelompokkan pajak (Resmi, 201 7) : 

 

I . Pengelompokkan Pajak Sesuai Golongan 

 

a) Pajak Langsung 

 

Pajak dibayar, ditanggung, dan dipungut oleh wajib pajak 

sendiri, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. 

Contoh: PPh 

 

b) Pajak Tak Langsung 

 

Pembayaran pajak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. 

Contoh : PPN 

2. Berdasarkan Sifat 

 

a) Pajak Subjektif 

 

Wajib pajak dikenakan pajak dengan memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Objektif 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengenaan pajak tidak memperhatikan keadaan pribadi Wajib 

pajak tetapi dari  pajak  yang  Wajib  pajak  terutang.  Contoh: 

PPN, PBB dan PPnBM 

3. Berdarsarkan Pemungutan dan Pengelolaannya 

 
a) Pajak Pusat 

 
Pemerintah Pusat inemungut langsung pajaknya dan digunakan 

untuk membiayai ru inah tangga negaranya. Contoh Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) . 

b) Pajak Daerah 

 
Pemerintah Daerah meinungut langsung pajaknya dan 

 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahn ya. 

 
Contoh: 

 
Pajak Provinsi: 

 
a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

 
b. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air 

 
c. Pajak rokok 

 
d. Bea balik nama kendaraan berrnotor 

 
e. Pajak permu kaan air 

 
Pajak Kota atau Kabupaten: 

 
a. Pajak penerangan jalan 

 
b. Pajak reklame 

 
c. Bea peroleh an hak atas tanah dan bangunan 
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d. Pajak hiburan 

 
e. Pajak restoran 

 
f. Pajak parkir 

 
g. Pajak Hotel 

 
h. Pajak bu ini bangunan perdesaan perkotaan 

 
i. Pajak air tanah 

 
j. Pajak mineral bu kan l ogain dan batuan 

 
k. Pajak burni bangunan perdesaan per kotaan 

 
l. Pajak sarang burung walet 

 
 

2.1d Pa.jak Daerah 

 
Pajak Daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah 

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan 

yang bersifat memaksa berdarsar kan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untu k keperluan daerah bagi sebesar- 

besarnya keinakmuran rakyat.” 

Menurut Resmi (201 7) pajak adalah ”kontribusi wajib kepada negara 

 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan  oleh orang  pribadi 

atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung secara seimbang yang dapat 

dipaksakan berdarsarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
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pembangunan daerah” (Mardiasrno, 20 I I ). Sistem pemungutan  pajak  terbagi 

menjadi (Resmi, 2017) : 

 
 

Aparatur perpajakan memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan 

perhitungan dan pemungutan pajak yang terutang oleh Wajib pajak setiap 

tahunnya dan berpedoman pada IN ndang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

 

 
Memungut dan menghitung ju mlah pajak terutang setiap tahun merupakan 

wewenang Wajib  pajak  sendiri  asalkan  berpedoman  sesuai  dengan 

Undang- Undang perpajakan yang berlaku . 

 A Pa,jak Kendaraan Bermotor 

 
Kendaraan bermotor menurut U ndang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 

adalah “Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik beru pa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, terinasu k alat alat 

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan 

tidak melekat secara permanen serta kendaraan berrnotor yang dioperasikan di 

air.” Pengertian pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan oleh 

pemilik atau Wajib pajak yang memiliki kendaraan pribadi baik roda dua mau pun 

roda empat. 

Menurut  Pasal  4  ayat  (1 )   Undang  -   Undang   Nomor  28  Tahun   2009 

 
Tentang   Pajak   daerah   dan   Retribusi   daerah   yaitu   “Su bjek   Pajak  Kendaraan 
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Berinotor (PKB) adalah orang  pribadi,  badan,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  

TNl,  dan  Polri  yang  ineinilik  dan/atau  mengusai  kendaraan  bermotor. 

Kepeinilikan adalah hubungan huku m antara orang pribadi atau badan dengan 

kendaraan  berinotor  yang  namanya  tercantum  di  dalam  kepeinilikan  atau 

dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).” 

Menurut Pasal 3 ayat ( 1) sampai dengan ayat (3) U ndang-undang Noiner 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah “Objek Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu  kepemilikan  kendaraan  bermotor  sedangkan 

su bjeknya adalah orang atau instansi yang memiliki kendaraan bermotor 

tersebut.” 

1. Wajib pajak Kendaraan Bermotor 

 
Menunit Pasal 4 ayat (2) U ndang-undang Nomer 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah “Wajib pajak baik 

perorangan mau pun badan yang menerima penyerahan kendaraan 

bermotor yang ju mlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum 

dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan 

tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan.” 

2. Masa  Pajak  Kendaraan Bermotor 

 
Menunit Pasal 8 ayat (1) U ndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah “Masa Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 1 2 (dua belas) bulan berturut-turut 

yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. 

Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang karena suatu  hal dan  hal lain masa 
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pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, masa dapat dilakukan 

restitusi.” 

2.1£ Pengetahuan Pajak 

 
Pengetahuan Pajak yaitu Wajib pajak telah mengerti dan memahami 

tentang hak dan kewajibannya untu k berkontribusi kepada negara melalui 

pembayaran pajak serta inengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar 

pajak yang dimana jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi perpajakan.Wajib 

pajak kendaraan berinotor memiliki hak dan kewajiban sebagaimana sama dengan 

Wajib pajak secara u inu in, Hak Wajib pajak kendaraan berinotor adalah Wajib 

pajak memiliki hak untuk kerahasiaan maksudnya, Wajib pajak berhak untuk 

mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan 

dokumen atau rahasia Wajib pajak, kemudian Wajib pajak memiliki hak untuk 

melakukan penundaan pembayaran pajakn ya oleh karena itu untu k melaku kan 

pembayaran PKB biasanya terdapat jarak waktu selama satu tahun untuk melunasi 

PKB tersebut dan jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan akan 

dikenakan denda pajak kendaraan bermotor. 

Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan 

pembayaran PKB akan tetapi restitusi atas pajak yang sudah dibayar tersebut juga 

dapat digunakan Wajib pajak untuk porsi pajak yang belum di lalui (Boediono, 

2003). Kewajiban Wajib pajak kendaran bermotor adalah membayar PKB nya 

sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dengan kepemilikan kendaran bermotor 

Wajib pajak Orang Pribadi yang  memiliki  kendaraan  lebih  dari dua dikenakan 

tar if progresif yang di mana untu k kendaraan kedua dikenakan tarif progresif 2°/c, 
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untu k kepemilikan kendaraan ketiga dikenakan tarif progresif 2,25*/o dan untu k 

kepemilikan kendaraan pribadi keempat dan seterusnya dikenakan tarif progresif 

 

 

 Kesadaran Membayar Pa,jak 

 
Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak berarti memiliki kesadaran 

untuk membayar pajak. Kesadaran rnasyarakat untuk membayar pajak bisa  berasal 

dari dirinya sendiri atau bisa juga terinotivasi  dari  tindakan  orang  lain.M otiv’asi 

dari  luar  tersebut  didapatkan  dari  pemerintah,  berupa  kegiatan-  kegiatan 

sosialisasi (Liza Neva et al., 2019). Wajib pajak dengan sendirinya melakukan 

kewajiban  perpajakannya  misalnya  mendaftarkan  diri,  menghitung,   membayar, 

dan melaporkan ju mlah pajakn ya terutang  merupakan  Wajib  pajak  yang  sadar 

akan kewajibannya untuk membayar pajak (Susanti & Khairani, 2018). 

 Penghapusan Sanksi Pa,jak Kendaraan Bermotor 

 
Menurut Peraturan Daerah Pros’insi Sumatera Selatan N oinor 3 Tahun 

201 I tentang Pajak Daerah. Salah satu jenis yang terdapat di dalam Perda tersebut 

adalah pajak provinsi yaitu mengenai pajak kendaraan berinotor. Menurut pasal  

73 dan pasal 75 inenyat akan bahwa Gu bernur dapat memberikan keringanan, 

pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak yang diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Gubernur. 

Pada tahun 201 6 diterbitkan Peraturan Gu bernur Sumatera Selatan 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang “peinbebasan pokok pajak dan sanksi administrasi 

beru pa denda dan bunga atas tunggakan pajak kendaraan berinotor dan bea balik 

nama kendaraan berrnotor kedua untuk kendaraan bermotor polisi dalam provinsi 
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dan kendaraan berrnotor nomor }x›lisi luar provinsi yang mendaftar dan mutasi ke 

Provinsi Sumatera Selatan.” lsi  PerGub  tersebut  dilakukan  pembebasan  pokok 

pajak dan sanksi adininistrasi beru pa denda dan bunga atas tung gakan PKB dan 

pembebasan BBN-KB 11 dilaksanakan terhitung mulai tanggal I September 201 6 

sampai dengan 31 December 2016. 

 
 

2.16 Pelayanan Petugas UPTB 

 
Pelayanan ineru pakan sebuah kepuasaan yang dapat dirasakan tapi tidak 

berwujud. Kualit as pelayanan perpajakan yaitu Wajib pajak dapat merasa puas 

atas kemampuan pelayanan yang diberikan baik pelayanan adininistrasi maupun 

pelayanan secara umum (Herinawan & Arisman, 2017). Kualit as pelayanan 

dinilai dengan rnemperbandingkan harapan yang diinginkan Wajib pajak dengan 

Penilaian Wajib pajak terhadap kinerja suatu penyedia layman, jika pelayanan 

tidak berkualitas dan berbelit-be lit maka kualitas pelayanan mutunya kurang baik. 

Untuk rnengetahui kualitas pelayanan petugas UPTB ada beberapa pokok dimensi 

sebagai berikut (llhamsyah et al., 2016). 

I . Kehandalan: 

 
Berkaitan dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan cepat dan inemuaskan. Dalam hal ini bagaimanakah 

kemampuan pegawai UPTB Palembang 1 dan UPTB Palembang 11 dalam 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh Wajib pajak dengan jelas, tepat dan cepat. 

2. Daya Tangkap 
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Menyangkut bagaimana daya tanggap pegawai UPTB Palembang 1  dan 

UPTB Palembang 11 dalam menanggapi setiap keluhan yang disainpaikan 

oleh Wajib pajak. 

3. Jaminan 

 

Meliputi kemampuan petugas UPTB atas pengetahuan terhadap jasa secara 

tepat, kualitas perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, 

kemampuan dalam memberikan kearnanan dalam rnemanfaatkan jasa yang 

ditawarkan. 

4. Empati 

 

Meliputi perhatian secara individual yang diberikan petugas UPTB 

Palembang 1 dan UPTB Palembang 11 kepada Wajib pajak, seperti 

kernudahan dalam menghubungi UPTB , kemampuan pegawai dalam 

berkoinunikasi dengan Wajib pajak. 

2.1.9     Kemauan Membayar Pa,jak 

 

Beberapa orang rela mengorbankan perpajakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yang biasan ya digunakan untu k mendanai kepentingan u mu in 

negara tanpa langsung menerima kompensasi (Hardiningsih, 20 I I ). Kesediaan 

untu k membayar adalah dimana seseorang bersedia membayar, berkorban atau 

inenukar sesuatu dengan barang atau jasa. sedangkan pajak merupakan sebuah 

paksaan dan Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak guna membiayai 

kepentingan negara (Zainuddin, 201 8). 

Wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak merasa terbebani dengan 

adanya pajak kendaraan bermotor artinya Wajib pajak tersebut memiliki 
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kesadaran bahwasanya pajak kendaraan bermotor merupakan tanggungan setiap 

Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan wajib untuk dibayar sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel kemauan membayar pajak 

diukur dengan lima alat, yaitu: konsultasi sebelum membayar pajak, dokumen 

wajib membayar pajak, informasi cara dan tempat membayar pajak, dan informasi 

tentang pembayaran pajak mobil. Informasi batas akhir pembayaran dana pajak 

kendaraan bermotor (Zainuddin, 2018). 

22 Penelitian Terdnhulu 

 
Tabel 2J 
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2018) 

Meiode anaLsis 

deskriptif 

dengan 

a} Variabel bcbas. 

b) Eesadarats 

Wajib pajak 

 

Variabel tczikat : 
 

zacosbayar pajak 

Hasil  dan   peneliuan ini 

bahwasanya kesadaran 

wajib  pajak  dan  adanya 

  
 berpengaruh  terha.dap 

Rezxiauan membayar 
   

  sosialiasi  perpajakan 

tidak mempengaruhi 

  
met bayar pajak. 

  Mmode anabns Vanabet betas: Hasil dari peneliuan mi 

& Siti, deskriptif 
 

 
 

 

2018)  dengan 
 

 bahwasanya pelayanan 
  pendekatan Variabel terikat: petugas samsat ditenipat 
  

 

 Krmauan uosuos osezoiTi ci 
   Membayar Pajak 

 

 

    pada L*sc‹Lasn V7ajlb 

pdf ak     u n txW  membayar 
    pajak kendaraan yang 

    mereka miliki. 

tzainuddm. Metode anaLsis Vinabelbebas: 
a) PcngcmAuan 

dan 

 
A ao 

 

b1 JCuatitas 

Hasil dari penelitian ini 

2018) deskriptif menunjukkan 1›ahwa 

 dengan 
 

 

  

 
 

 
  pe1ayaztaa dao persepsi 

  atas efefctivitas siste¥o 

   

 

Sistem 

 
variabel cextlcat: 

 
membayarpaaM 

peqpaja3cauo berpeogazub 

madyoaoa  Vanabclbcbas: 
 

 

 

pajak 

b) Pengetahuan 
 

 
 

 

 

 
 

Vaxiab<l texikat: 

Kemauan 
znembayax pajak 

 
 

 
 

 

 

 

deogaa 
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 kuaniitatif. b) Pengetahuan 

peraturan 

perpajakan 

Variabel teiikat: 

Kemauan 

membayar pajak 

terhadap       kemauan 
membayar pajak 

sedangkan variabel 

Lesadarazi ioeoibayar 

pajak tidak berpenganih 

secara paisial terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 

(Utari 
Dhamiawah 
& Intan 

Budi, 2017) 

Metode analisis 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Variabel bebas: 

a) Norma Moral 

b) Kesadaran 

Membayar 

Pnjak 

Variabel terikat: 

Kemauan 

membayar pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan babq’a 

adanya noma monl dan 

Lesadarazi ioeoibayu 

pajak berpenganih 

terhadap  kemauan 

membayar pajak. 

(IsOQomuA 

et al,. 2018) 

Metode aoahsis 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Vamabelbcbas: 

a) Pengetahuan 

dan 

Pemahaman 

Aturan 

Perpajakan 

b) Kualitas 

Pelayanan 

c) Persepsi atas 

Efektivitas 

Sistem 

Hasil da:n pcnebtian mi 

menyatakan 

babwasanya kesadaran 

membayar  pajak, 

persepsi yang baik atas 

efektivitas  sistem 

perpajakan dan kualitas 

pelayanan terhadap 

wajib pajak berpengaruh 

terhadap keeiauan 

membayar pajak. 
 

  Perpajakan Sedangkan pengetahuan 

d) Tingkat 
 

 

Kepercayaan 

Terhadap 

Sistem 

Pemerintahan 

dan Hukum 

c) Kualitas 

Pelayanan 

Variabel ttrikat: 

Kemauan 

oicabayar pajak. 

peraturan perp akan 

dan tingkat kcpercayaan 

terhadap sistem 

pemerintahan  dam 

hukum tidak 

berpenganib terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 
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2J AJur Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€'ambar 2.1 

 
Kerangka Pemikiran 

 
 

2 A Pengembangan Hipotesis 

 
H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kemauan Wa,jib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor 

H2 :  Kesadaran Wa,jib pajak berpengaruh terhadap kemauan Membayar 

Pajak Wajib pajak kendaraan bermotor. 

£I3:  Penghapusan sanksi pa.jak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pa,jak Wa,jib pa,jak kendaraan bermotor. 

H4 :  Pelayanan petugas UPTB berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak Wajib pajak kendaraan bermotor. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN 

 
 

 C’ambaran Umum Responden 

 
 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengainbilan 

data responden. Penelitian dilakukan di UPTB Palembang 1 dan UPTB Palembang 

11 dengan populasi sebanyak 409.414 Wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif 

dan terdaftar di UPTB BAPEN DA Provinsi Su inatera Selatan tahun 2019. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 270 Wajib pajak kendaraan bermotor yang dirnana 

sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus Isaac and Michael. Teknik 

dalam penelitian ini menggunakan o‹ ‹ idental somplinp, yaitu teknik pengainbilan 

sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti untu k 

dijadikan sampel. Adapun analisis pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 4. l .4nalisis Pengeinb alian Kuesioner 

 

 

 

 

 

 
. 

 

Hasil  olah  data  dapat  dilihat   pada   tabel  4.1   bahwa   kuesioner   kembali 

I 00*/c Kuesioner. Tidak sesuai dengan karakteristik sebanyak 0*/c. Total kuesioner 

met erangan Jumlah Persentase 

lumlah dis ebarkan 27O 100° » 

Tidaii sesuai 

karaLu eristik 

0 0 

Total 270 100% 

Sumber’ ,’ Hnsi! Omar Data 
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yang dapat diolah dalam penelitian ini sebesar l0t)°/e atau 270 kuesioner yang 

 
di ebar. 

 

4J I4asii Penelitian 

 
4d.1 U,ji Statistik Dekriptif 

 

Tabel 4J I4asil U,ji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
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Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 dengan menggunakan  ’JSi  25  {r» 

lfindr›n.t, pada s’ariabel independen yaitu variabel pengetahuan pajak ( Xt) 

memiliki jawaban nilai teninggi bernilai 25 dan jawaban nilai terendah bernilai 10 

sehingga diperoleh nilai mean sebesar 20,95 yang dimana jika dibagikan dengan 5 

butir pernyataan  maka  diperoleh  rata-rata  jawaban  responden  adalah  4  untuk 

setiap butir  pernyataan.  Hal  ini  menyatakan  pada  variabel  pengetahuan  pajak, 

rata- rata responden menjawab “setuju” yang memiliki  arti  kemauan  responden 

dalam membayar pajak dipengaruhi oleh  pengetahuan  pajak.  Semakin  tinggi 

jawaban responden pada kuesioner yang rnelebihi  skala  3  “netral”  maka 

pengetahuan pajak dalam kemauan membayar pajak akan seinakin tinggi. 

Variabel kesadaran wajib pajak( X.) memiliki nilai tertinggi sebesar 

 
20dan nilai terendah sebesar 4 dan didapat nilai meannya sebesar 15,99 yang 

diinana jika dibagikan dengan 4 butir pernyataan maka akan mendapatkan rata- 

rata jawaban responden adalah 4 pada setiap butir-butir pernyataan.Hal ini 

menyatakan pada variabel kesadaran wajib pajak, rata-rata resjxinden menjawab 

“set uju” yang memiliki arti kemauan responden dalam membayar pajak 

dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Jawaban responden pada kuesioner ini 

menyatakan bahwasanya kesadaran wajib pajak dalam kemauan membayar pajak 

sudah cu ku p baik karena rata-rata responden menjawab setuju . 

Variabel   independen   penghapusan   sanksi   pajak   ( X  )   memiliki   nilai 

 
tertinggi sebesar 20 dan memiliki nilai terendah sebesar 10 dan memperoleh nilai 

ineannya   sebesar   I 6,45   yang  dimana   jika  dibagikan  dengan  4  butir pernyataan 
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maka akan mendapatkan rata-rata jawaban responden adalah 4 pada setiap butir- 

butir pernyataan.Hal ini menyatakan pada variabel penghapusan sanksi  pajak, 

rata- rata responden menjawab “setuju” yang memiliki arti kemauan responden 

dalam membayar pajak dipengaruhi oleh penghapusan sanksi pajak. Semakin 

tinggi jawaban responden pada kuesioner yang melebihi skala 3 “netral” maka 

penghapusan sanksi pajak dalam kemauan membayar pajak akan semakin tinggi. 

Pelayanan petugas UPTB ( Xq) memiliki nilai tertinggi sebesar 15 dan 

memiliki  nilai  terendah  sebesar  6 dan  memperoleh  nilai  ineannya  sebesar   I  I ,81 

yang dimana  jika dibagikan dengan 3 butir pernyataan  maka  akan  mendapatkan 

 
rata-rata jawaban resJxinden adalah 4 pada setiap butir-butir pernyataan. Hal ini 

menyatakan pada variabel pelayanan  petugas  UPTB ,  rata-rata  res}xinden 

menjawab “setuju” yang memiliki arti kemauan responden dalam  membayar  

pajak dipengaruhi oleh pelayanan petugas U PTB. Jawaban  responden  pada 

kuesioner ini menyatakan bahwasanya pelayanan petugas UPTB Palembang 1 dan 

UPTB Palembang 11 sudah sangat baik sehingga dapat menjadi faktor pendorong 

kemauan wajib pajak untu k membayar pajak kendaraan bermotor di Kota 

PMembang. 

4dd U.ji Kualitas Data 

 
4dd.1 U,ji Validitas 

 

Pengujian uji validitas ini menggunakan .¥JSi 25 {r» Windr›n.t. Pada uji 

valditas ini jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif serta pada 

tingkat signifikan 0,05 maka pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid 
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(Ghozali, 20 1 8).    Berdasarkan  hasil  uji  validitas yang  telah dilakukan  oleh  peneliti 

dengan total pernyat aan keseluruhan sebanyak 20 butir yang terdiri dari 5 butir 

pernyataan untu k variabel pengetahuan pajak, 4 butir pernyataan untu k variabel 

kesadaran wajib pajak, 4 butir pernyataan  untuk  x’ariabel  penghapusan  sanksi  

pajak, 3 butir pernyataan untuk variabel pelayanan petugas UPTB dan 4 butir 

 

Tabel 4.3 On sil Uji 4’atiditas 
 

t’ariabe1 Butir r Hitung r Tabel Keterw gan 

Kemauan hfembavar Paj ak (Y) Y.1 0,s: 3 0,119 X'a1id 

Y.2 0.496 0,119 4'alid 

Y.3 0.466 0,119 X’alid 

Y.4 0.474 0.119 fi'atid 

Pengetahuan Paj ak (.fi,) X1.1 0.42S 0.119 X'a1id 

XI.2 0,616 0,119 X’a1id 

Xl.3 0,536 0,119 X’alid 

Xl.4 0.440 0,119 X’alid 

X1.5 0.495 0,119 X'a1id 

Kesadaran U"ajib pajak (X.) X? 1 0.3S? 0 119 fi”alid 

z°.z° 0.634 0.119 X'a1id 

X2.3 0,670 0,119 X’alid 

°.4 0.644 0,119 X’alid 

Peoghapiisan Sanksi Pajak (X;) xs 1 0 6-lv 0.119 fi”a1id 

?.^ 0.698 0.119 fi”a1id 

X3 3 0 697 0,119 *alid 

3.4 0.630 0.119 fi'a1id 

Pelayanan PetugasUPTB (.K,) X‹ i o,s,› 0,119 fi’atid 

X4? 0 619 0 119 fi”a1id 

X4.3 0,610 0,119 X’alid 

pernyataan untu k variabel kemauan membayar pajak dinyatakan seluruhn ya valid. 

Dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut dapat digunakan dalam 

kuesioner penelitian. 
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4dd.2 U,ji Realibilitas 

 
 

Uji realibitas diu kur untuk inengu kur jawaban responden terhadap 

pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu . Pengukuran 

realibitas menggunakan uji statistik Cronboach Alpha, dikatakan reliabel jika 

Cronboach Alpha nya >0,70  (Ghozali,  201 8).  Hasil  pengujian  uji  realibilitas 

dalam kuesioner penelitian ini diatas  0,70  sehingga  semua  variabel  dal am 

penelitian ini lulus dalam uji realibilitas. 

 

 
\’ariabel 

Ta bel 4. d TIasil L*ji Reliabel 

Nilai Cronbach .Epha Keterangan 

Peogeta6uaoPjak(X) 

Kesadaran \$"ajib pajali (X ) 

Penghapu san Sanksi Pajak (X,) 

Pelax anan Petu gas UPTB (X ) 

Kemauan kfembax ar Paj ali W) 

 

 
 

4JJ Ll,ji Asumsi Klasik 

0.740 Reliabel 

0, 7 7 2 Reliab e1 

0.836 Reliabel 

0, 7S 7 Reliab e1 

0. 71 0 Reliab e1 

 
 

Teknik analisis regresi berganda menggunakan uji asu msi klasik yang 

dipergunakan untuk memastikan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

penyimpangan baik pada uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas dan 

regresi linear berganda. 
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4d£.1 U,ji Normalitas 

 

1 a bet 4.?• Hasil  L ;i  1  oi oiatitas 

 

Ozze—Sa oxple Kolzaogo row-—Sozii”ziox- Test 

Un standndized Residual 

N 270 

Normal Parameters * hscan 

Std. Dec iation 

hlost Esneme Differences Absolute 

Positi e 

,0000000 

1 50993623 

,0?4 

08# 

-,030 

034 

  200:' 

 

 

 

 

 

 

€'rafik 4J €'rafik \J,ji Normalitas dengan menggunakan P-P plot 

 

 

 
 

Observed Cum Prob 
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Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat tingkat  si gnifikasi  variabel  sebesar 

0,200 yang dimana lebih besar dari 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa 

residual berdistribusi normal. Pada grafik P-P plot dapat dikatakan  berdistribusi 

normal apabila data titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis 

diagonal. I ika data tidak berdistribusi normal data atau tidak  menyebar  jauh  dari 

arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.  Berdasarkan  grafik  diatas  dapat 

dilihat  bahwa  grafik  tersebut  berdistribusi  normal  karena  titik   menyebar 

rnengikut i arus garis diagonal. 

4JJ.2 \J,ji Multikolinearitas 

 
 

Tabel 4.6 Hasit 4”ji 4Iultikolinea ritns 

t'ariabel 

 

 

Keterangan 

Tidak terjadi 
masalah 

Pengetahuan Paj ak fâ ,) 0,fi7S 1,47a multikolinearitas 
Tidak terjadi 

Fiesadaran \A*ajib paj ak (X - ) 0. ?> 1 I 1.944 multiiioline aritas 

Tidak terjadi 

Penghapiisan Sanksi Paj ak (X, ) o. o 70 1.4 93 multiliolinearitas 

   Ti dali terjadi 

Pelayanan  Petugas UPTB ( ) 0 7? 7 1 37d multikolinearitas 

 

Hasil pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada  nilai  TIF  lebih dari  0,10 

dan pada nilai VIF kurang dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

variabel pengetahuan pajak ( X;), kesadaran wajib pajak(X.), penghapusan sanksi 

pajak  (X  )  dan  pelayanan   petugas   UPTB   (X  )   tidak   terjadi   masalah   

rnult ikolinearitas. 
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4JJ.3 Toji Heterokedastisitas 

 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa angka signifikasi ›’ariabel 

independen yaitu v’ariabel pengetahuan pajak ( Xj)  sebesar  0,322,  variabel 

kesadaran   wajib   pajak  ( X. )  sebesar  0,596,  v’ariabel   penghapusan   sanksi pajak 

( X  ) sebesar 0,177 dan variabel pelayanan  petugas  IN PTB ( X  ) sebesar 0,810 yang 

 
diinana lebih besar dari 0,05. Dari gambar ini dapat disimpulk an tidak terjadi 

inasalah heterokedastisitas pada model regresi. 
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Tabel 4.7 Hasil Heterokedastisitas dengan Uji Korelasi Spearman 

 

Correlations 

Pengha 

Pengeta Kesadaran  pusan Pelayanan 

ABS  huan   Wajib Sanksi  Petugas 

RES Pajak  Pajak Pajak  UPTB 

S  ABS_RES Correlation 1,000 -,06 I -,032 -,082 ,015 

p  Coefficient  

e Sig. (2- ,322 ,596 ,177 ,810 

a  tailed)  

r N 270 270 270 270 270 

Pengetahuan Correlation -,061 1,000 ,49 I ” ,365** ,360* 
il      Pajak  Coefficient  

n' 

 
 

 
 

 
Sumhet .' Output SPSS‘ (2020) 

270 

 sit. ‹2- ,322  ,000 ,000 ,000 

tailed      

 270 270 270 270 270 

Kesadaran Correlation -,032 ,491” 1,000 ,520** ,438*” 

Wajib Pajak fficient      

      OOO 

      
270 

Penghapusan Correlation -,082 ,365†* ,520* 1,000 ,194*” 

Sanksi Pajak fficient      

       
270 

Pelayanan Correlation ,0 IS ,360†* ,438* ,194** 1 ,000 

Petugas fficient      

UPTB 

SAMSAT 

 ,8 I0   ,00 I  
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42  A U,ji Hipotesis 

 
42 A.1 U,ji Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Analisis regresi linear berganda digunakan untu k mengtahui pengaru h 

antara dua atau lebih variabel dependen dengan satu ›’ariabel independen yang 

ditampilkan dalam bentu k regresi. Berikut  adalah  hasil  dari  regresi  linear  

berganda. 

 
Tabel 4.9 Ttasil 4*ji I•io ofisien Dete rniina si (R.) 

 

Rho del Summa ry‘ 
hlodel R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 , / 20• ,o 1 9 , ,  11 1, o 21 

. a. Predictors: (Constant). Pelasman Petugas UPTB. Pen ghapusan Samiti Pay ak. 

,   e°„ ge„N * „a„n„„ „aJ„ „   r „a„d„„ ** •J'b „r„aJfi„„„„„ 
ii m“b ei . Or i put SPSS I “ 0“ 01 

Persamaan regresi dapat dilihat dalam tabel 4.8 ‹›rffi irnt.‹ yang dibaca 

dalam kolom B, untuk kolom pertama merupakan kolom ‹ ‹›n.trnriro ( o) dan 

kolom selanjutnya merupakan variabel independen yang akan inenghasilkan 

persarnaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2,549 + 0,204 X + 0,217 X + 0,090Xt + 0,376 X 
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43 A.2 U ji Koofisien Determinasi ( R ) 

 

 
Berdasarkan tabel 4.9 bisa dicermati berdasarkan hasil yg diperoleh nomor 

Adjusted R Square sebanyak 0,51 1 atau  (51, I °/c). Hal  ini  meinperlihatkan  bahwa 

su mbangan  presentase  efek  v’ariabel  independen  pengetahuan  pajak,   Kesadaran 

wajib pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas kIPTB terhadap  

variabel kemauan  wajib  pajak  membayar  PKB  sanggu p  mengungkapkan  seban yak 

51, I */c x’ariabel dependen. Sedangkan sisanya (48,9*/c) ditentukan s’ariabel lain 

tidak termasuk pada penelitian ini. 
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42 A.3 U,ji T(F-be.st) 

 
Uji  T  pada  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui 

pengaru h variabel independen secara partial berpengaru h terhadap varaiebl 

dependen.Uji T dapat dilihat dari nilai Th,p„ > T„ bet jika Ho ditolak artinya 

berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.OOU. 

 

 

Berdasarkan dari tabel 4.10 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 
 

1. Pengaruh    pengetahuan    pajak    ( X  )   terhadap   kemauan wajib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor (Y) 

Koofisien   variabel   pengetahuan   pajak  sebesar  4,615  yang  inenunju kkan 

 
bahwa besaran nilai t hitungnya pnsitif. Karena  nilai  t  hitung  lebih  besar 

dari t tabel  (4,61 5> I ,969)  maka  Ho ditolak dan  nilai signifikansinya 0,004 

yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga menyebabkan  H, diterima. Hal 

 
ini dapat disiinpulkan  bahwa  variabel  pengetahuan  pajak  ( X,)  berpengaru h 

 
secara partial terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak kendaraan 

bermotor  ( Y)  dengan  nilai  signifikansi  <0,05  yang  berarti  variabel   ( X ) 

juga berpengaru h secara signifikan terhadap variabel Y . 

0 
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2. Pengaru h kesadaran wajib pajak ( X. ) terhadap kemauan wajib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor (Y) 

Koofisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 4,249 yang 

 
menunjukkan bahwa besaran nilai t hitungnya posit if. Karena nilai t hit ung 

lebih    besar   dari    t    tabel   (4,249> I ,969)   maka    Hb   ditolak   dan  nilai 

signifikansinya 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga 

menyebabkan   H.  diterima.  Hal  ini  dapat  disimpulkan   bahwa ›’ariabel 

kesadaran wajib pajak ( X- ) berpengaru h partial terhadap kemauan wajib 

pajak  membayar   pajak  kendaraan   bermotor  (Y)  dengan  nilai signifikansi 

<0,05   yang  berani   x’ariabel   (X.)  juga   berpengaruh secara signifikan 

 
terhadap variabel Y. 

 
3. Pengaru h penghapusan sanksi pajak ( X ) terhadap kemauan wajib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor (Y) 

Koofisien    v’ariabel    penghapusan    sanksi    pajak    sebesar    2,029    yang 

 
menunjukkan bahwa besaran nilai t hitungnya pnsitif. Karena nilai t hitung 

lebih   besar   dari   t    tabel   (2,029>    I ,969)   maka    Ho   ditolak   dan nilai 

signifikansinya 0,043 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga 

menyebabkan H diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

penghapusan   sanksi   pajak  ( X  )   berpengaru h  partial  terhadap   kemauan 

wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (Y) dengan  nilai 

signifikansi <0,05 yang berarti variabel (X ) juga berpengaru h secara 

signifikan terhadap variabel Y . 
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4. Pengaruh pelayanan petugas U PTB ( X4 ) terhadap kemauan wajib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor (Y) 

Koofisien ›’ariabel pelayanan petugas UPTB sebesar 6,688  yang 

menunjukkan bahwa besaran nilai t hitungnya posit if. Karena nilai t hit ung 

lebih besar dari t tabel (6,688> I ,969) maka Ho ditolak dan nilai 

signifikansinya 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga 

menyebabkan    H,   diterima.   Hal   ini   dapat   disimpulkan   bahwa ›’ariabel 

pelayanan petugas kIPTB (X  )  berpengaru h  partial  terhadap  kemauan 

wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (Y) dengan  nilai 

signifikansi   <0,05   yang   berarti   variabel   (X  )   juga   berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Y . 
 

42 A.4 Uji F (F Z’esf) 

 
Uji  F pada  regresi  linear berganda digunakan  untu k  mengetahui  pengaru h 

 

variabel   independen   secara   simultan   (bersama-sama)   berpengaru h terhadap 
 

variabel dependen. Tahap-  tahap untuk melakukan  uji F dapat dilakukan  sebagai 
 

berikut : 
 

I . Melakukan perhitungan Fj„pqg terlebih dahulu . Cara menghitungnya yait u 

 
dengan melihat ju mlah angka  uji  F yang  tertera di tabel  ANOVA. Setelah 

itu mencari F„ b t pada lampiran statistik uji F. klji F dalam hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu 2,37. 

2. Menentu kan kriteria pengujian Uji F dapat dilihat dari nilai 

'hitung 'Faber jika He ditolak artinya bersama-sama berpengaru h positif 
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antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika 

 
hitung  <  'tabel 8f tinya H diterima     dan     secara simultan ›’ariabel 

 
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 
3. Kriteria dasar kedua dalam pengambilan keputusan dalam penerimaan atau 

penolakan variabel sebagai berikut: Apabila probabilitas signifikasi >0.05, 

maka H p diterima dan Hq ditolak, jika probabilitas signifikasi <0.05, 

maka Hi ditolak dan Hq diterima. 

 

 

 
Tabel 4.11 Tta sil fi?jiF 

 

 
Sum of 

hlodel Squares df ñfean Sqm r sit. 

1 Regression 660,S12 4 1 60 ,? 03 71.3 S3 ,000' 

 Residual 

Total 

513 .? 9?> 

1 274, 107 

? 6 * 

? 69 

2 .314   

a picdors: (Co t au am-• UPS Pen pusan Sanksi Paj aL, 
Pengetahuan PajN Kesadaran \\"ajib Pajak 

 

Berdasarkan dari tabel 4.1 I hasil uji F, maka dapat disimpulkan bahwa 

Fh,pq dalam penelitian ini yaitu 71,383 yang artinya lebih besar daripada F„b, 

yang hanya 2,37. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,000 lebih kecil dari 

0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pengetahuan  pajak, kesadaran wajib 

pajak,  penghapusan  sanksi   pajak  dan   pelayanan  petugas   UPTB  secara bersama- 

 
sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel kemauan wajib pajak 

membayar pajak kendaraan bermotor. 
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4d Pembahasan 

 
4J.1 Pengaruh Pengetahuan Pa,jak terhadap Kemauan Membayar Wa,jib 

 
pa,jak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang 

 
Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak, 

memahami dan memahami hak  dan  kewajibannya  untuk  berkontribusi 

bagi negara  melalui  perpajakan.  Hal  ini dapat  dilihat dari  nilai> (4,615> 

1 ,969) dan nilai si gnifikansi  (0,000  <0,05).  Menunjukkan  bahwa 

hipotesis pertama diterima yang berarii bahwa pengetahuan wajib pajak 

tentang perpajakan dapat mempengaru hi kesediaan wajib pajak untu k 

membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 

4dd Pengaruh Kesadaran Wa.jib pajak terhadap Kemauan Membayar 

Wa,jib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang 

hipotesis kedua diterima yang berarii pengetahuan perpajakan  yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak Kota  Palembang  akan  mempengaru hi 

kesediaan Wajib Pajak dalam membayar pajak  kendaraan  bermotor. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai (4,249> 1,969) dan nilai signifikansi (0,000 

 

 
4d£  Pengaruh  Penghapusan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kemauan 

Membayar Wa,jib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan  mengenai  variabel  penghapusan  sanksi  pajak  ( X3)   terhadap 

 
kemauan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor (Y). Hal 

tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai   t h.o .g      > t„Q   (2,029> I ,969)  dan nilai 
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signi fikansi (0,043< 0,05). Hal ini  rnenunju kkan  bahwa hipotesis  kedua 

( H ) diterima, penghapusan sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak 

di Kota Palembang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. 

42 A Pengaruh Pelayanan Petugas UPTB terhadap Kemauan Membayar 

 
Wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif  dan 

signi fikan mengenai variabel pelayanan  petugas UPTB ( Xq) terhadap 

kemauan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor ( Y). Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai tb,pqg> t„ b t (6,688> I ,969) dan nilai 

signi fikansi  (0,000<0,05).  Hal  ini  menunjukkan   bahwa  hipotesis kedua 

( Hq)  diterima,  artinya  pelayanan  petugas  UPTB di  Kota Palembang 

 
berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 
 

V.I Kesimpulan 
 

I . Pengetahuan pajak berpengaru h positif dan signifikan terhadap  kemauan 

wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 

2. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kesadaran 

 
membayar pajak Wajib Pajak di  Kota  Palembang  akan  semakin  tinggi 

juga kemauan wajib pajak untu k membayar pajak terutama dalam 

melakukan pembayaran PKB. 

3. Adanya program penghapusan sanksi pajak kendaraan  bermotor 

berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar PKB di Kota 

Palembang. 

4. Pelayanan petugas UPTB berpengaru h positif dan signifikan terhadap 

 
kemauan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan 

petugas U PTB Palembang 1 dan UPTB Palembang 11 yang semakin 

mernbaik, sernakin memperdulikan pelayanan dan semakin berkualitas 

dapat mendorong tingkat kemauan wajib pajak untuk membayar PKB di 

kota Palembang. 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

 
I .  Peneliti  menyadari  bahwasanya  variabel  dalam  penelitian  ini   masih 

belum dapat inencaku pi hal- hal yang berkaitan dengan variabel dependen 

untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan peneliti 

selanjutnya untu k menarnbahkan variabel lainnya yang tidak termasu k 
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dalam penelitian ini selain variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib 

pajak, penghapusan sanksi pajak dan pelayanan petugas UPTB. 

2. Dikarenakan meinakai kuesioner maka terdapat sejumlah responden yang 

 
mengisi kuesioner tidak sesuai dengan pertanyaan yang dituju sehingga 

jawaban yang diberikan oleh responden tidak  sesuai  dengan  kenyataan 

yang terjadi sebenarnya. 

1.1 Saran Penelitian 

 
Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: 

 
 

I . U PTB BAPEN DA Diharapkan ineinperpanjang waktu pelaksanaan 

program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota 

Palembang, jika kI PTB BAPEN DA rnenyelenggarakan  kembali 

program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut. 

2. Disarankan kepada UPTB BAPENDA dan petugas U PTB untuk dapat 

lebih sering melakukan sosialisasi mengenai program 

perpajakantermasu k pengetahuan mengenai pajak daerah terutama 

pajak kendaraan bermotor. Masih banyak wajib pajak di Kota 

Palembang yang membutuhkan penyuluhan secara ber kala mengenai 

perpajakan. 

3. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menainbah jumlah 

variabel independen yang akan diteliti yang tidak diteliti pada 

penelitian ini sepeni variabel norma moral, sosialisasi pajak ataupun 

kualit as  layman  aplikasi  pajak  kendaraan bermotor  milik  U PTB 

B APENDA Provinsi Sumatera Selatan. 
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